
 

 
 

 
 

 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 18 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

TAHUN 2023-2024 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menirnbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah 

Daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi 
Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menyesuaikan 

dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023-2024; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 

14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

551); 
 

3. Undang-Undang … 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6845); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741; 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
MEMUTUSKAN: … 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023-
2024. 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan. 

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan 
perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan 

kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 
akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan 

pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut 

Road Map RB adalah bentuk operasionalisasi Grand 
Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi 

Birokrasi selama 5 (lima) tahun. 
 

Pasal 2 
 

(1) Road Map RB merupakan dokumen perencanaan yang 
digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan 
pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang 

diselaraskan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

dan penganggaran Daerah. 

(2) Sasaran Road Map RB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), yaitu: 

a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang 

efektif, lincah, dan kolaboratif; dan 

b. terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan 
Aparatur Sipil Negara yang profesional. 

 

Pasal 3 
 

(1) Road Map RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) disusun dengan sistematika sesuai ketentuan, 

sebagai berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN; 
 

 
b. BAB II … 



- 4 -  

b. BAB II : GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI 

PEMERINNTAH; 

c. BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI 

INSTANSI PEMERINTAH; 

d. BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN RB; dan 

e. BAB V : PENUTUP. 

(2) Isi serta uraian Road Map RB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 4 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pasuruan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2022 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 
 

 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 6 Juli 2023 

  
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Ttd. 

 
SAIFULLAH YUSUF 
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Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 6 Juli 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 
 

Ttd. 
 

RUDIYANTO 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 18 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

Ttd. 

 
 

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19820518 201001 2 021 


